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BERITA  DAERAH 

KOTA BEKASI 

 
NOMOR :  41                                                 2011                                                     SERI :  A                               

 
PERATURAN WALIKOTA BEKASI 

 
                        NOMOR  41  TAHUN  2011       
 

      TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2010 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BEKASI, 
 

Menimbang    :   bahwa  untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah            
Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2010, perlu ditetapkan Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2010 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2010  dengan Peraturan Walikota. 

 
 
Mengingat      :   1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun  1985   tentang  Pajak  Bumi  

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor  12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3569); 
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2.   Undang-Undang  Nomor  9 Tahun 1996  tentang  Pembentukan   

Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3663); 

 
3.   Undang-Undang  Nomor 28 Tahun  1999   tentang   Penyeleng 

garaan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851) sebagaimana telah diubah oleh  Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4250);  

 
4.   Undang-Undang  Nomor 17 Tahun  2003   tentang    Keuangan 

Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);  

  
5.   Undang-Undang   Nomor  1  Tahun  2004   tentang    Perbenda 

haraan   Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

 
6.    Undan-Undang Nomor 32 Tahun 2004   tentang      Pemerintahan     

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4844); 

 
7.   Undang-Undang  Nomor   Nomor   33   Tahun     2004    tentang    

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 
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8.   Undang-Undang  Nomor  27  Tahun    2009    tentang    Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5043); 

 
9.    Undang-Undang Nomor  28  Tahun   2009   tentang   Pajak  

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

 
10.   Undang  –  Undang     Nomor    12     Tahun   2011       tentang    

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109  Tahun   2000  tentang   

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 
Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 2004  tentang   Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
12. Peraturan  Pemerintah   Nomor 24  Tahun   2004  tentang   

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan  Pemerintah Nomor 21  Tahun   
2007   tentang   Perubahan Ketiga Atas peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 

 
13.  Peraturan   Pemerintah   Nomor   24    Tahun     2005     tentang   

Standar Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4503); 

 
 



4 
 

14.  Peraturan  Pemerintah  Nomor 55   Tahun   2005   tentang   Dana 
Perimbangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

 
15.  Peraturan    Pemerintah  Nomor  56   Tahun   2005   tentang   

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor 65   Tahun   2010   
tentang   Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

 
16.  Peraturan  Pemerintah  Nomor 57   Tahun   2005   tentang Hibah    

kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

 
17. Peraturan Pemerintah  Nomor 58  Tahun  2005  tentang  

Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
18.  Peraturan   Pemerintah   Nomor  79    Tahun   2005  tentang   

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4592); 

 
19.  Peraturan    Pemerintah    Nomor   6   Tahun   2006      tentang   

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  38 Tahun  2008  
tentang   Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
2006 tentang Pengelolan Barang Milik Negara/Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

 
20.  Peraturan    Pemerintah  Nomor   8   Tahun     2006     tentang   

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
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21.  Peraturan   Pemerintah    Nomor   3  Tahun  2007  tentang  

Pedoman  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala 
Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Masyarakat   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4693); 

 
22. Peraturan  Pemerintah  Nomor 38  Tahun  2007  tentang   

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

 
23. Peraturan  Pemerintah  Nomor 39  Tahun  2007  tentang   

Pengelolaan Uang Negara/Daerah   (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 

 
24.  Peraturan  Pemerintah  Nomor 5  Tahun  2009  tentang  Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972); 

 
25.  Peraturan  Pemerintah  Nomor 19   Tahun  2010   tentang   Tata 

Cara Pelaksanaan Tugas Wewenang serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor 
23 Tahun  2011  tentang  Perubahan Atas Perturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2010 tentang  Tata Cara Pelaksanaan Tugas 
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4209); 

 
26.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010    tentang    Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 
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27.  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang  Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

 
28.  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun  2010  tentang  Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan 
atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

 
29.  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun  2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 
30.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun  2007  tentang 

Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 
 
31.  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 
32.  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; 

 
33.  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009  tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2010; 

 
34.  Peraturan  Daerah  Kota  Bekasi Nomor 04 Tahun  2007 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Tahun 2007 Nomor   4  Seri A); 

 
35.  Peraturan  Daerah  Kota  Bekasi Nomor 03  Tahun  2008  tentang 

Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 
2008 Nomor  3  Seri E); 
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36.  Peraturan  Daerah  Kota  Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang 

Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 
2008 Nomor  5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 
2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D); 

 

37.  Peraturan  Daerah  Kota     Bekasi    Nomor   01   Tahun      2010    
tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2010  (Lembaran Daerah Tahun 2010  Nomor  1     Seri 
A ). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Bekasi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 
(Lembaran Daerah Tahun 2010  Nomor  8  Seri A). 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2010.  

 

Pasal  1 
 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2010 terdiri atas :  
 

a.   Pendapatan 
 

1. Pendapatan Asli Daerah    Rp.    296.046.878.711,90 
2. Dana Perimbangan     Rp. 1.177.076.951.515,00 
3. Lain-lain Pendapatan     Rp.    109.317.254.500,00 

Yang Sah       ------------------------------------ 
  Jumlah Pendapatan      Rp. 1.582.441.084.726,90 

 
b.   Belanja 

 
1. Belanja Tidak Langsung  
    a)  Belanja Pegawai     Rp.   727.377.013.776,00 
    b)  Belanja Bunga      Rp.          300.551.888,00 
    c)  Belanja Hiba               Rp.     31.930.832.000,00 
    d)  Belanja Bant. Sosial    Rp.     39.962.400.000,00 
    e)  Belanja Bant. Keu        Rp.       7.016.934.041,00 
    f )  Belanja Tdk Terduga    Rp.           46.225.000,00 

     ----------------------------------- 
      Rp.    806.633.956.705,00 
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2. Belanja Langsung  
    a)  Belanja Pegawai     Rp.   110.005.839.647,00 
    b)  Belanja Barang & Jasa    Rp.   401.486.211.286,00 
    c)  Belanja Modal     Rp.   275.320.950.557,00 

     ------------------------------------ 
       Rp.    786.813.001.490,00 
        ------------------------------------ 

Jumlah Belanja        Rp. 1.593.446.958.195,00 
 

Surplus/(Defisit) ( a-b )       Rp. (   11.005.873.468,10) 
                ----------------------------------- 

 
c.   Pembiayaan    

1.  Penerimaan      Rp. 118.838.144.773,35 
2.  Pengeluaran      Rp.   21.118.315.181,00 

                 ---------------------------------- 
    Jumlah Pembiayaan Netto  Rp.     97.719.829.592,35 
         ----------------------------------- 
    Sisa lebih pembiayaan anggaran berkenan  Rp.     86.713.956.124,25 
                             
    

Pasal  2 
 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 
dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini. 

 
 

Pasal  3 
 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  dirinci 
lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.  

 
Pasal  4 

 
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini. 

 
 

Pasal  5 
 

Lampiran  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang 
tidak terpisah dari Peraturan Walikota ini.  
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Pasal  6 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 
 
 
 

Ditetapkan di  Bekasi 
pada tanggal   3  Nopember 2011               

  
    Plt. WALIKOTA BEKASI 
         WAKIL WALIKOTA, 
 
                 Ttd/Cap 
 
 
        RAHMAT EFFENDI 

 
 
 
Diundangkan di Bekasi 
pada tanggal 3 Nopember 2011 
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI 
 
 
                         Ttd/Cap  
 
 
            RAYENDRA SUKARMADJI           
             

 
BERITA DAERAH KOTA BEKASI  TAHUN   2011  NOMOR  41   SERI A    
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